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Abstrak: Pendidikan inklusi merupakan akses pendidikan yang
dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan wajib
belajar 9 tahun . Setiap sekolah yang mengaplikasikan pendidikan
inklusi harus bisa memperbaharui sistem pendidikan dalam
mewujudkan hak yang akan didapatkan oleh setiap anak.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi konteks, input,
program, dan produk penyelenggaraan sekolah inklusi di SD
Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian evaluasi program dengan pendekatan
model CIPP. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah
Banguntapan Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Kepala
sekolah, guru kelas 1-6, dan guru pembimbing khusus. Teknik
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan
triangulasi Teknik. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data,
penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa (1) Konteks pelaksanaan program sekolah
inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan bertujuan untuk
memberikan kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-
anak yang masuk dalam kategori ABK. (2) Input pelaksanaan
program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan
Kurikulum  yang  digunakan merupakan kurikulum
adaptif/modifikasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam
pelaksanaan program sekolah inklusi adalah guru dan GPK,
sarana prasarana yang diperlukan seperti alat peraga atau media
pembelajaran, dan pembiayaan untuk penyelenggaraan program
sekolah inklusi diperoleh dari dinas. (3) Proses pelaksanaan
program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum adaptif/modifikasi
yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK.
Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih
kurang. Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai berbagai
jenis kebutuhan ABK. Sekolah hanya mendapat bantuan dana dari


mailto:stefhan2000005052@webmail.uad.ac.id

dinas dan tidak menerima bantuan dana dari luar pemerintah
(lembaga swasta). Dan (4) Produk pelaksanaan dinas dan tidak
menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga swasta).
Dan (4) Produk pelaksanaan program sekolah inklusi di SD
Muhammdiyah Banguntapan yang belum sesuai dengan delapan
standar pendidikan inklusif, yaitu standar sarana prasarana, serta
standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Penyelenggaraan program sekolah inklusi yang telah sesuai
dengan delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan, dan
standar pembiayaan.




PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap
individu warga negara berhak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
Berdasarkan ayat tersebut sangat jelas bahwa pemerintah akan memberikan layanan,
akomodasi, kesempatan pada setiap warga negara agar mendapatkan pendidikan. Ini
berarti bahwa tidak ada pengecualian bagi warga negara yang memiliki kelaianan
fisik, emosional, mental dan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi
kebutuhan dasar setiap manusia agar dapat menjamin keberlangsungan hidupnya
agar menjadi lebih bermatabat.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu program yang diadakan oleh
pemerintah dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 yang
menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, dilanjutkan dalam
ayat 2 anak berkebutuhan khusus sebelum ada kebijakan tidak bisa merasakan
layanan di sekolah regular. Sekolah umum tidak menerima anak yang termasuk
kedalam kategori anak berkebutuhan khusus.Pendidikan inklusi merupakan akses
pendidikan yang dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan wajib
belajar 9 tahun . Setiap sekolah yang mengaplikasikan pendidikan inklusi harus bisa
memperbaharui sistem pendidikan dalam mewujudkan hak yang akan didapatkan

oleh setiap anak.



Dalam hal ini pendidikan inklusi dapat meningkatkan toleransi sosial
termasuk ke dalam pendidikan meliputi hak asasi, setiap anak mempunyai hak yang
sama untuk belajar tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus.Pendidikan khusus
menjadi jenis pendidikan yang dibuthkan bagi peserta didik yang memiliki hambatan
dalam mengikuti pembelajaran karena memilik kelainan pada fisik, mental, dan
emosional. Anak membutuhkan hal yang berbeda dan mengalami kendala yang
berbeda dari sekolah umum lainnya. Sekolah harus mempersiapkan berbagai
akomodasi serta penyesuaian untuk anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti
proses pembelajaran tanpa hambatan dan berjalan dengan baik. Sekolah yang
menyelenggarakan sistem pendidikan iklusif perlu memperhatikan standar pelayanan
minimum sekolah inklusif. Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Standar
Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif tercermin ke dalam 8 (delapan) Standar
Pendidikan Nasional, yaitu:

1. Isi (Pengembangan kurikulum dan penyusunan RPI sesuai dengan

kondisi anak berkebutuhan khusus)

2. Proses (Penyesuaian pembelajaran, pendampingan GPK dan teman

sebaya)



3. Kompetensi Lulusan (Program pengembangan bakat, program

4. kompensatoris dan pelaksanaan UN bagi anak berkebutuhan khusus)

5. Penilaian (Penentuan KKM dan SKL, penyesuaian penilaian, dan

pemberian STTB bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu
menyelesaikan pendidikan)

6. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (Pelatihan guru

regular tentang pendidikan inklusif dan latar belakang pendidikan
GPK)

7. Sarana Prasarana (Aksesibilitas fisik dan non fisik)

8. Pengelolaan (RPS, kebijakan sekolah dan laporan perkembangan

sekolah oleh kepala sekolah secara sistematis)

9. Pembiayaan (Penyusunan RAPBS beserta pelaporan dana secara

sistematis).

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Muhammadiyah Banguntapan,
tantangan yang dihadapi antara lain: Pertama, kurangnya jumlah GPK di sekolah SD
Muhammadiyah Banguntapan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus dengan
jumlah guru pembimbing khusus tidak imbang. Program sekolah inklusif yang
berjalan di SD Muhammadiyah Banguntapan memiliki beragam jenis kelainan anak
berkebutuhan khusus dalam setiap kelas Sedangkan untuk guru pendamping khusus

hanya dimiliki 1, jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus terdapat 23 anak.



Kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua siswa
berkebutuhan khusus terkait dengan kemampuan, karakteristik, kebutuhan dan
hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Peran orang tua dalam mendukung
dan memberikan motivasi kepada anak berkebutuhan khusus sangat diperlukan
agar anak bersedia dan bersemangat menempuh pendidikan. Dengan
dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapaat mencapai kesimpulan untuk
mengetahui pelaksanaan program sekolah inklusi serta diharapkan dapat berjalan
lebih baik. Di Yogyakarta terdapat 43 SD yang ditunjuk sebagai SD inklusi. Salah
satunya adalah SD Muhammadiyah Banguntapan. SD tersebut menjadi SD Inklusi
mulai tahun 2011. SD Muhammadiyah Banguntapan menangai anak berkebutuhan
khusus seperti cerdas istimewa, dan sulit belajar. SD Muhammadiyah
Banguntapan masih sering dalam menghadapi masalah sehingga program ini
berjalan kurang maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dengan menggunakan
model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model CIPP ini merupakan model
yang dikembangkan oleh Stufflebeam serta berfokus pada tingkat keberhasilan
(Movitaria, 2022). Penelitian evaluatif model CIPP ini, menilai dari keempat
komponendari konteks, input, proses sampai hasil dari produk. Keempat komponen
tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelebihan model CIPP ini terletak

pada komponen context (konteks), input (masukan), process (proses) dan product



(hasil). Terlaksananya keempat komponen tersebut sangat diharapkan dalam proses
evaluasi ini. Berdasarkan uraian tersebut, model CIPP ini sangat sesuai untuk
mengevaluasi pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah
Banguntapan. Pelaksanaan evaluasi ini akan lebih menyeluruh apabila dilihat dari
keempat komponen tersebut, sehingga kesimpulan yang akan dihasilkan akan lebih
menyeluruh tehadap program tersebut.

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Konteks pelaksanaan
program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan bertujuan untuk
memberikan kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-anak yang masuk
dalam kategori ABK. (2) Input pelaksanaan program sekolah inklusi di SD
Muhammdiyah Banguntapan Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum
adaptif/modifikasi, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan
program sekolah inklusi adalah guru dan GPK, sarana prasarana yang diperlukan
seperti alat peraga atau media pembelajaran, dan pembiayaan untuk
penyelenggaraan program sekolah inklusi diperoleh dari dinas. (3) Proses
pelaksanaan program sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum adaptif/modifikasi yang harus
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Jumlah Guru Pembimbing
Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang. Sarana prasarana yang dimiliki belum

memadai berbagai jenis kebutuhan ABK. Sekolah hanya mendapat bantuan dana



dari dinas dan tidak menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga
swasta). Dan (4) Produk pelaksanaan program sekolah inklusi di SD
Muhammdiyah Banguntapan yang belum sesuai dengan delapan standar
pendidikan inklusif, yaitu standar sarana prasarana, serta standar kompetensi guru
dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan program sekolah inklusi yang telah
sesuai dengan delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi
lulusan, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.
PEMBAHASAN

Implementasi Standar Isi

Pada standar isi, pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum
Sekolah Inklusif komponen penilaian standar isi belum memenuhi indikator
pencapaian. Hal ini disebabkan tidak sebandingnya jumlah GPK dan ABK, maka
pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi selurun ABK tidak mampu
dipenuhi oleh GPK. Kenyataan yang peneliti temui ini didukung oleh penelitian
Rika Widyawati (2017) banyak faktor penghambat dalam penyelenggaraan
program pendidikan inklusi yaitu belum ada GPK yang sesuai dengan kompetensi,
keterbatasan guru dalam menangani ABK.. Sumber daya manusia yang tidak
memadai jumlah dan kemampuan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program
secara sempurna karena. Tidak sebandingnya jumlah GPK dengan ABK yaitu 1

orang GPK dengan 23 orang ABK, berakibat pada tidak dapat terlaksananya



pengembangan kurikulum adaptif dan RPI bagi setiap ABK. Karena tidak seluruh
siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kurikulum adaptif dan RPI membuat
sebagian besar anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan kurikulum
adaptif dan RPI, tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan belajar anak.

. Implementasi Standar Proses

Merujuk pada standar proses, dalam kapasitasnya sebagai sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif sudah mencapai standar proses dari kriteria
standar pelayanan minimum sekolah inklusif. Pelaksanaan kriteria Standar
Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar proses belum
memenuhi indikator pencapaian. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan
standar proses adalah kurangnya peran GPK dikarenakan tidak sebanding dengan
jumlah ABK serta GPK hanya dapat mendapingi satu minggu sekali yang berakibat
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif kurang maksimal. Menurut Dieni
Laylatul Zakia (2015 : 113) Faktor tenaga pendidik (guru) memiliki peran yang
sangat besar dalam pencapaian kualitas pendidikan secara umum. Sehingga
kurangnya peran guru dalam temuan penelitian ini berdampak besar dalam proses

penyelenggaraan pendidikan inklusif.



C.

Implementasi Standar Kompetensi Lulusan

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif
komponen penilaian standar kompetensi lulusan belum memenuhi indikator
pencapaian. Hal ini dikarenakan program pengembangan bakat berupa
ekstrakulikuler yang dilaksanakan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan masing-masing ABK, program masih disamaratakan dengan anak
normal. Seyogyanya program pengembangan bakat bagi anak berkebutuhan khusus
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak sesuai dengan
tujuan pendidikan inklusi itu sendiri. Menurut Isabella dkk (2014 : 55) Pendidikan
inklusif juga bertujuan untuk membangun keterampilan dan bakat alamiah yang
dimiliki peserta didik. Tentunya keterampilan dan bakat alamiah yang dimiliki
masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus berbeda-beda. Sehingga
program pengembangan bakat seharusnya disesuaikan dengan potensi masing-

masing ABK.

Implementasi Standar Penilaian

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif
komponen penilaian standar penilaian memenuhi indikator pencapaian.
Kesenjangan terletak pada guru kelas yang hanya melaporkan perkembangan ABK
kepada orangtua murid 2 kali dalam setahun atau setiap pembagian rapor. Laporan

perkembangan ABK seharusnya dilaksanakan secara rutin. Menurut
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Peremendiknas No 20 Tahun 2007 laporan hasil belajar perlu disampaikan kepada
peserta didik dan peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti
pembelajaran remidi. Karena anak harus mengetahui nilai hasil belajar yang
didapatnya sehingga anak mengetahui sejauh mana kemampuannya pada saat itu.
Selain itu dengan anak mengetahui nilai hasil belajarnya, anak dapat menyiapkan
diri untuk mengikuti pembelajaran remedial apabila nilai yang didapat tidak
mencapai KKM. Pemberian nilai hasil belajar kepada siswa maupun orangtua ini
juga dapat memotivasi siswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya dan
membuat orangtua dapat mengetahui kemampuan dan perkembangan anak serta

memotivasi anak dalam belajar.

Implementasi Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Faktor penghambat yang muncul pada standar kompetensi guru dan tenaga
kependidikan, di mana permasalahan berorientasi pada kurangnya jumlah GPK
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan adalah kurangnya
jumlah GPK yang tidak sebanding dengan jumalh ABK.

Permasalahan ini disebabkan kurangnya pemahaman guru maupun
sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Apabila dilihat dari
temuan-temuan di lapangan, penyebab kurangnya pemahaman guru bukan terletak

pada kurangnya pelatihan mengenai pendidikan inklusif, melainkan pada
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kurangnya kolaborasi antara guru kelas dan GPK dalam menyelenggarakan
pendidikan inklusif. Sehingga guru kelas tidak memiliki pengetahuan mengenai
penerapan pendidikan inklusif itu sendiri. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sunanto dalam Zakia (2015:112) di antaranya menyatakan
bahwa: (1) pada awalnya pembelajaran diterima oleh guru kelas, kini bergeser pada
ketergantungan pada guru khusus atau guru pendamping. Hal ini menyebabkan
kurangnya peran guru dalam pembelajaran bagi ABK. (2) motivasi, kerjasama
dalam mengatasi masalah tidak tampak dan tidak dilakukan melalui kolaborasi
sebab seluruh aktivitas belajar ABK dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
diserahkan sepenuhnya kepada guru pendamping. Seyogyanya, guru di sekolah

inklusif saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program pembelajaran.

Implementasi Standar Sarana Prasarana

Pelaksanaan kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif
komponen penilaian standar sarana prasarana belum memenuhi indikator
pencapaian. Minimnya ketersediaan sarana prasarana dan alat peraga atau media
pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat disebabkan dengan kurangnya dana dan/atau
kurangnya kecakapan sekolah dalam mengelola sarana prasarana yang dibutuhkan
sekolah. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sastra
Wijaya dkk (2023) faktor dominan yang menajadi penghambat dalam implementasi

pendidikan inklusi di sekolah dasar adalah tidak tersedianya guru pendamping
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khusus yang memiliki kompetensi dengan latar belakang pendidikan yang sesuai,
minimnya sosialisasi kebijakan layanan sistem pendidikan melalui sekolah inklusi,
keterbatasan anggaran layanan pendidikan inklusi di sekolah, tidak tersedianya

sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusi.

Implementasi Standar Pengelolaan

Pelaksanaan kriteria standar pelayanan minimum sekolah inklusif
komponen penilaian standar pengelolaan belum memenuhi indikator pencapaian.
Kebijakan pengulangan kelas bagi ABK, SD Muhammadiyah Banguntapan
Yogyakarta menyamaratakan kebijakan dengan anak normal lainnya. Hal ini
dikarenakan sekolah menerapkan KKM dan SKL sesuai dengan kemampuan
beberapa jenis ABK. Menurut Tim ASB (2011 : 57) sekolah sebaiknya
meminimalisir pengulangan kelas, hal ini dikarenakan pengulangan kelas
merugikan Dinas Pendidikan dan orangtua anak berkebutuhan khusus dari segi
waktu dan pembiayaan. Sudah seharusnya sekolah memberikan solusi dalam

mengatasi masalah ini.

Implementasi Standar Pembiayaan

Berkaitan dengan penggunaan dana, hal ini merujuk kepada pelaksanaan
kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusif komponen penilaian standar

pembiayaan. Komponen penilaian standar pembiayaan memenuhi indikator
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pencapaian. Hanya mendapatkan dana dari Dinas dan tidak mendapatkan dana
tambahan dari luar atau dari lembaga swasta. Dikarenakan pihak sekolah tidak
berjejaring atau dengan LSM atau lembaga swasta di luar Pemerintah. Menurut
Sukinah (2010 : 47) harus ada keterlibatan dan partisipasi orangtua, masyarakat,
dan LSM yang lebih luas; harus ada supporting system.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa dalam
penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mencapai nilai (kategori sangat baik). Artinya,
masih ada standar pelayanan minimum sekolah inklusif yang belum terpenuhi. Serta dari
kendala yang muncul, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan
pemahaman kepada guru kelas mengenai ABK dan pendidikan inklusif serta melakukan

kerjasama antara guru kelas dengan GPK.

KESIMPULAN

1. Evaluasi konteks program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan
Yogyakarta
SD Muhammadiyah Banguntapan menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk oleh
dinas pendidikan untuk melaksanakan program sekolah inklusi. Pelaksanaan program
sekolah inklusi di SD Muhammdiyah Banguntapan bertujuan untuk memberikan
kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-anak yang masuk dalam kategori ABK.

dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konteks program sekolah inklusi di SD
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Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta telah berjalan sesuai standar meskipun masih

terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaanya.

2. Evaluasi Input program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan
Yogyakarta

Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum adaptif/modifikasi, sumber
daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah inklusi adalah guru dan
GPK, sarana prasarana yang diperlukan seperti alat peraga atau media pembelajaran, dan
pembiayaan untuk penyelenggaraan program sekolah inklusi diperoleh dari dinas. Jumlah
Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang tersedia masih kurang dan minimnya pemahaman
guru reguler tentang pendidikan inklusif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan input
program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan Y ogyakarta tidak memenuhi

standar sarana prasarana.

3. Evaluasi Proses program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan
Yogyakarta
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum adaptif/modifikasi yang harus
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Jumlah Guru Pembimbing Khusus
(GPK) yang tersedia masih kurang dan hanya memiliki kesempatan untuk mendampingi
ABK satu kali dakam seminggu. Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai berbagai
jenis kebutuhan ABK. Sekolah hanya mendapat bantuan dana dari dinas dan tidak

menerima bantuan dana dari luar pemerintah (lembaga swasta). Dalam hal standar proses,
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SD Muhammadiyah Banguntapan Yogyakarta telah memenuhi kriteria standar pelayanan

minimum sekolah inklusif

4. Evaluasi Produk program sekolah inklusi SD Muhammadiyah Banguntapan
Yogyakarta
Penyelenggaraan program sekolah inklusi di SD Muhammadiyah Banguntapan
Yogyakarta yang belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar
sarana prasarana, serta standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
Penyelenggaraan program sekolah inklusi yang telah sesuai dengan delapan standar yaitu
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar

pengelolaan, dan standar pembiayaan.
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